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LAMPIRAN A 
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LAMPIRAN B 
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LAMPIRAN C 
 

Upah Minimum Propinsi Tahun 2008-2009 
 

No Provinsi UMP 2008 (Rp) UMP 2009 (Rp) 
1 NAD 1.000.000 1.157.000
2 Sumatera Utara 822.205 905.000
3 Sumatera Barat 800.000 880.000
4 Riau 800.000 901.600
5 Kepulauan Riau 833.000 892.000
6 Jambi 724.000 800.000
7 Sumatera Selatan 743.000 824.730
8 Bangka Belitung 813.000 850.000
9 Bengkulu 690.000 727.000
10 Lampung 617.000 -
11 Jawa Barat 568.193,39 628.191,15
12 DKI 972.604,80 1.069.865
13 Banten 837.000 917.500
14 Jawa Tengah 547.000 575.000
15 D I Yogyakarta 586.000 700.000
16 Jawa Timur 500.000 570.000
17 Bali 682.650 760.000
18 Nusatenggara Barat 730.000 865.000
19 Nusa Tenggara Timur 650.000 775.000
20 Kalimantan Barat 645.000 705.000
21 Kalimantan Selatan 825.000 930.000
22 Kalimantan Tengah 765.868 888.406
23 Kalimantan Timur 889.654 955.000
24 Maluku 700.000 775.000
25 Maluku Utara 700.000 -
26 Gorontalo 600.000 675.000
27 Sulawesi Utara 845.000 929.500
28 Sulawesi Tenggara 700.000 770.000
29 Sulawesi Tengah 670.000 720.000
30 Sulawesi Selatan 740.520 905.000
31 Sulawesi Barat 760.500 -
32 Papua 1.105.500 -
33 Irjabar 1.105.500 1.180.000

      Sumber: Dit. Pengupahan & Jamsostek, Ditjen PHI & Jamsostek, Depnakertrans,  Januari 2009 



105 

 

LAMPIRAN D 
 
 

Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Tahun 2008 
 

 
NO PROVINSI KHL (Rp) 
1 NAD 1,200,000 
2 SUMATERA UTARA 783,000 
3 SUMATERA BARAT 871,000 
4 RIAU 815,665 
5 KEPULAUAN RIAU 923,040 
6 JAMBI 734,169 
7 SUAMTERA SELATAN 1,100,000 
8 BANGKA BELITUNG 978,720 
9 BENGKULU 714,750 
10 LAMPUNG  
11 JAWA BARAT 614,275 
12 DKI 1,055,276 
13 BANTEN 851,500 
14 JAWA TENGAH 612,223 
15 D I YOGYAKARTA 687,132 
16 JAWA TIMUR 544,157 
17 BALI 711,099 
18 NUSA TENGGARA BARAT 727,682 
19 NUSA TENGGARA TIMUR 782,466 
20 KALIMANTAN BARAT 776,928 
21 KALIMANTAN SELATAN 790,000 
22 KALIMANTAN TENGAH 825,000 
23 KALIMANTAN TIMUR 935,440 
24 MALUKU 1,182,556 
25 MALUKU UTARA 1,090,127 
26 GORONTALO 798,852 
27 SULAWESI UTARA 802,035 
28 SULAWESI TENGGARA 640,000 
29 SULAWESI TENGAH 733,000 
30 SULAWESI SELATAN 754,884 
31 SULAWESI BARAT 850,000 
32 PAPUA 1,638,746 
33 IRJABAR (Belum menetapkan) 
 RATA-RATA 855,604.25 

  
                    Sumber : Ditjen. PHI & Jamsostek, Depnakertrans, 2008 
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LAMPIRAN E 
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LAMPIRAN F 
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LAMPIRAN G 
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LAMPIRAN H 

 

Daftar Pertanyaan Untuk Pihak Depnakertrans 

 

1. Penentuan untuk Upah Minimum Provinsi (UMP) harus minimal sama dengan 

Kebutuhan Hidup Layak (KHL), tetapi kenapa untuk  Jawa Barat (Bandung) 

UMP untuk tahun 2008 ditetapkan kurang dari KHL ? 

2. Untuk pengusaha kecil yang membuka took kelontong atau restoran kecil yang 

memperkerjakan karyawan, apakah seharusnya membayarkan upah keapada 

karyawannya sesuai UMP ? 

3. Apakah dalam penentuan UMP, melibatkan pengusaha kecil ? 

4. Untuk penentuan KHL, apakah dilihat dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan 

gaji terendah atau buruh dengan buruh dengan upah terendah ? 

5. Jika ada standar untuk upah yakni UMP, apakah untuk gaji ada standar untuk 

penentuan minimumnya? 

6. Apakah ada standar berapa jumlah karyawan di perusahaan, sehingga pengusaha 

harus memberikan upah sesuai dengan UMP ? 

7. Jika pengusaha tidak mampu memberikan upah sesuai dengan UMP, apakah 

harus melapor kepada pihak Depnarkertrans ? 

8. Kenapa UMP harus terdiri dari gaji bulanan plus tunjangan bulanan ? Kenapa 

tidak hanya gaji bulanan saja ? 

9. Kalau dilihat dari presentase, berapa standar minimal presentase UMP ? 

10. Apakah ada standar maksimal dalam hal pemotongan upah, misalnya potongan 

absen ? 

11. Jika upah yang diberikan kepada karyawan ternyata dibawah UMP, karena 

disebabkan oleh potongan absen, apakah hal tersebut melanggar UU 

Ketenagakerjaan ? 

 

*Terima Kasih* 
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LAMPIRAN I 

 

Daftar Pertanyaan Untuk Pihak PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI) 

 

1. Apa saja yang terdapat dalam komponen gaji pokok dari seseorang karyawan/ 

karyawati dari PT. INTI ? 

2. Bagaimana penghitungan uang lembur untuk seseorang karyawan/ karyawati 

dari PT. INTI ? 

3. Apakah PT. INTI memili Serikat Pekerja ? 

4. Prosedur apa saja yang dimiliki oleh PT. INTI dalam hal pemberian gaji dan 

upah kepada karyawan/ karyawati ? 

5. Apa saja tunjangan yang diberikan oleh PT. INTI diluar gaji pokok ? 

6. Permasalahan apa saja yang dimiliki oleh PT. INTI dalam hal penggajian ? 

7. Berapa jam kerja normal seorang karyawan/ karyawati di PT. INTI ? 

 

*Terima Kasih* 
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